
SALIN AN 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENT ANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2021-2026; 

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), 
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
{Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 
Kotapraj.a Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang 
{Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1821}; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn-or 4421); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

-Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 ten tang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 29 Tahun 2010 ten tang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 



Menetapkan 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2008 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015- 
2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2016 Nomor 03); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan ata Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 
Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
dan 

BUPATI BENGKULU UTARA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENT ANG REN CANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara 

seba�ai �nsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN 
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 5 (lima) tahun. 



4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya 
disingkat RPJMD Provinsi Bengkulu adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Kabupaten Bengkulu Utara 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya 
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten 
Bengkulu Utara untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah 
dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat 
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan untuk 1 (satu) tahun. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
dinginkan pada akhir periode perencanaan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­ 
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

BAB II 
RPJMD 

Bagian Kesatu 
Um urn 

Pasal 2 
(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program 

Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah 



kebijakan, program prioritas dan arah kebijakan 
keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJMN, 
RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RPJPD. 

(2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah 
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku 
pembangunan daerah dalam mewujudkan 
pembangunan daerah yang berkesinambungan. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dalam periode 5 (lima) tahun. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 3 

(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan 
perencanaan penganggaran. 

(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan 
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara 
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan 
Kabupaten sekitar yang berbatasan. 

Bagian Ketiga 
Sistematika 

Pasal 4 

Sistematika RPJMD terdiri atas : 
BABI 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 
BAB IX 

Pendahuluan 
Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Gambaran Keuangan Daerah 
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program 
Pembangunan 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 
Program Perangkat Daerah 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Penutup 

Bagian Keempat 
Isi dan Uraian 

Pasal 5 

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 
(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokoknya 

bertanggung jawab dalam urusan perencanaan 
pembangunan daerah melakukan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai 
dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis 
daerah. 

(3} Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2} Bupa.ti menyempurnakan RPJMD dengan 
perubahan RPJMD. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 25 Agustus 2021 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 25 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
PROVINS! BENGKULU: (2/33/2021) 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

Z KARNAIN 
Pembina Utama Muda IV/c 
NIP. 196407051988031010 
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